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PERATURATI DAERAH KABUPATEI{ KERIilCI
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TEilTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEI{ KGRII{{LT

DEI{GAH RAHUAT'TUHAN YAI{G l,lAHA ESA

BUPATI KERII{CI,

tlenlmbang !

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerJa pemerlnbh daerah dan optlmalisasi pelayanan
kepada rnasyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang proforsional, efeksian dan
efuldf seltal tetap mempertlnnbangkan kewenangan, karekterlstik, potensi dan kebutuhan
daerah; ,1,

b. bahwa d€r gan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nornor 4l:Tahun 2007 tentang
Organisasl :erangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten Kerinci yang diatur dalam Peratura;
Daerah Nor,lor 2 Tahun 2004 sudah Udak sesuai lagl dengan kondisi saat ini, sehingga perlu
digand;

c. bahwa berr lasarkan per0mbangan sebaglmana dlmaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentul Peraturan Daerah tentang Organlsasi Dinm Daerah Kabupaten Kerirrci;

llcqghgat I

1. Undang-Un iang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undarq Darurat
Nomor 21 Tahun 1957 teilnng Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Fe nbentukan Daerah $ratanUa Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra
Tlngkat I S;matera Tengah sebagai Undang-unilang (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 195{' Nomor 108, Tamfiahan Lernbaran Nqara Republlk Indonesla Nornor 16a3);

2. undarqrtln iatrg Nomor 10 Tahun 2@l tentang Pembentukan Feraturan PerundanE-
mdagnn lLsnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X Nomor 53, Tambahan
lcmbaran Negnra RSuHik Indones$a l{omor 4389);

3. lhdangundang limor 32 Tahun 20O4 bntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R.ptffi ltnloneda Tdtun 2fi14 llomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
hdoneda lldrnr ++Tn sebag*nara dah diubah dengan Undang-lJndang Nomor I
Tttn ZIE Emag nnffin Fer&rat hmerintah PengganU Undang{lrdang llornor 3
flin 2m Ettary penSctan Ab thdanfl.Hang llqnor 32 Tahun 20O{ Errtang
Esililst Ht mcttFd UnCagrthOerg (lembaran il€gara R€pnHlk Indonesia
T*n ffi thna 1(B, Tmbdtan LtrnFat tlegga R€pr$fik Indont:*a Hornor 43fg);

{. LhdrtfUtdntg [{ars 3 T*rn 2fff Cdang SbEm Keot*tagaan lla$onal (lernbran
ngr. netrfi( Ilffi T*rn AIE ibma 89, Tambdpn Lembaran llegaa ReptDAk
ffithnlS);

5. Utrf*nOmg t{fifi 16 Tdiln zffi tetffiE SbUn Enduhan Peftanian, Ferlkanan
frt Hrtfrm (temFan ltegtra Rcptflk IndmeCa Tahun XX)6 t\brntr 92, Tambahan
LcnErr ilegara Reprfifik IndmeCa llomorl66{l);

6. hrahran I'emerlnfrah ttlomor 100 Tahm 2000 Entang Penganglolan Pegawai Negeri upil
Hfi Jah tan SUukturd (l.embaran l.&gara Republik lrdonesla Tahun 20m No{nor 19z,
Trnbdtan ternbarar lfegnn RepuHk Indonesia l{omoll{)l8); sebagaimana telah diubah
denfr Faa'U^ran Fernerlntah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Af,as Penturan



knednHt llomr lm Tilrn Am ErErg krgnngketan Pegawai Negeri Sipil dalamS#n S rul<hrd (lgnOarm l{egan Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33,
Tambahan 'gnbaran l{egAn Regrblik Indonesia Nomor aL9fl;

7. FeraUran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pcnyelenggaraan OlahraEa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lemb,rran Negdra
Republik InJonesia Nomor 4702);

8. Perafuran iremerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia,n Urusan Femerintahan
antara Pen erintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Reg'ublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiik
Indonesia llomor 4737);

9. Peraturan Penrerlntah Nomor 4t Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerail'r
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tanrbahan Lembaran Negara
Republik InJonesia Nomor 47a\;

.Dengan 
Persetujuan Bercama :

DT WAN PERWAKII.AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSI(AN:

Itlenetapkan :

PERATURAN D..[ERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUP'\TEN KERINCI

BAB I. 
KETENruAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturari Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

4. Bupati adalah Bupati Kerinci .

5. Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintat an daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lsnbaga te <nis daerah, kecamatan dan kelurahan.

7. Dir6 dalrh un$rr pdaksana otonomi daerah yang melaKanakan urusan pemerintahan
kah bertcarkan 6iil; otonomi dan tugas pembantuan.

& tm Habrna Tda$ Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.

9. l(dmtpok hbffin tungrt'onal dalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang d:beri hak darr
lffislf n scaria penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar
Fffin strrcnrrd.

1& Hon ada $ tingkatan Jabatan struktural .

BAB II
SUSUNAT{ ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Pe aturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.



(2) Dlras Daerdh *Ugnfnana dmalcsrd pada qfiat (1) berjumlah 15 (lima belas), yang
brdiri dari:

a. Dinre Pendidlkan;

b. Dinas Fesehatan;

c. Dinas rial, Tenaga KerJa dan Transrnigrasi;

d. Dlnas Perhubungan,Komunikasl dan Infumatika;

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

g. Dinas Pekefiaan Umum;

h. Dnas Koperasidan Usaha Miko Kecil dan Menengah;

i. Dinas Ferlndustrlan, Perdergangan dan Energi & Sumber Daya Mineral;

J. Dinas I ertanian dan Tanaman Pangan;

lc Dinas I eternakan dan Perikanan;

l. Dinas lr e$utanan dan Perkebunan;

m. Dinas F endapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseg

n. Dinasr I ebersihan, Pertamianan, Pemakarnan dan Pemadam Kebakaran; dan
o. Dinas F emuda dan Olah Raga;

Baglan Kesatu
Dinas Fendidlkan

Pasal 3
Ilnas Pendidlka t sehgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdirl dari I (satu)
Setoetanaq 4 (e rpat) Bidang yaitu:

a Sdsebriat membawahl :
1. $.rbbogian tlmurn dan Kepegawaian;

2. $bbagian hogram, Eraluasl dan Pelaporan; dan

- 3. $Sbagian Keuangan.

b. ffiaqg Penddikan TK dan SD, membawahi :

1. Sdcl Kesisman dan Kurikulum TVSD;
L Selc$ Pemblnaan Teraga PendidikTK/SD; dan

3" Selcd Sarana dan hasanna TVSD

c. erg hrtitan SlilP, mernbrrahi :

1. Sthi l(esffir det Krilo*.trn SlvlP;

Z ffffisrTenaga Erd*St'lP; dan

a FCrdSrrndrr Fanra Sl.fP.

l, nffuffir$n rrorMt:
L ffif,ffihffi*mgtTft
& rultffihpffi*sffif,dm
!, gIlSrLffinSLTL

r' Hkr&Lrr!ffi1,ffi1 :

Itfl;ff1ffi
tr.ffitfrEFan;drr
t sHtNDhffi.



EegilrnlGtu
Dlnrs Kehffin

Pasal 4
fi6 Ke$ratan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdirl darl 1 (satu)

Selsieta*at, 4 (ernpat) Bldang yaltu:

d. Sekr,frftt, membawahi :

1. $,rbagian Umum dan Kepegawaian;

2- g.rbbagian Program, Emlua$ dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keungan.

b, fsdang Pelayanan Kcehatan dan Farmasi, membawahi :

1. Seksi Upaya l'elayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratoriurn;

2. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan; dan

3. Seksl Pelayanan Kesehatan Swasta

c- Bkhng Pen:egahan Penyakit Menular (PzM), membawahi :

1. Seksi P')ngamatan PenyaKt dan Imunisasi;

L Seksi Pnncelgahan dan Pemberantasan Penyaklt Menular Langzung (F2ML); dan

3. Seksl Pencegahan dan Femberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2l.

d. ffiang Pen,rehatan Ungkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyar,akat, membawahi:

1. Seksi Pr,nyehatan Lingkungn;
2. Seksi Plrryuluhan Kesehatan Masyaralca$ dan

3. Seksi P,tngawasan Tempattempat Umum (tTU), Tempat Pengolaharr Makanan (TPM),

dan Terrpat Penyimpanan Pengamanan Pestisida CfP3).

e. Elidang Keshatan Keluarga dan Gizi, membawahi:

l' Seksl K, sehatan Keluarga;

2. Seksi G zi; dan

3, Seksl l( sehatan Instiht$. i.

Bagian Ketiga
Dinas Socilal, Tenaga Keria dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Sostal, Te raga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf c Erdiri da i 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu;

a. Sekretariat mernbawahi :

1. Subbagran Umum dan Kepegawaian;

2. Subbaglan hogram, Evaluasldan Pelaporan; dan

3. $$bagian Kzuangan.

b. Elidang Kes:fithteraan dan Banilan Sosial, membawahi :

1. Selci F mberdayaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos;

2. Seksl B,.,ntuan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan; dan

3' sebl Pemberdayaan Keluargn dan Fakir Miskin'

c. Bldang Pelayanan dan Rehabil'rtasi Sosial, membawahi :

1. SeksiPelayanan Perlindungan Anak dan Lansia;

2. Seksi Pelayanan RehabilitasiSosial Koftan Napza dan Tuna $osial;

3. Seksi Pnlayanan Rehabilitasl Sosial Penyandang Cacat.



d. Eerg Ket nagahrf,ur dm krgarffin Teiaga Kerja, drembarrahi:
1. S€lc* RndffianTei4n l{erja dan Hubungan Indusffiial;

2. SdcS l€nernpen Teiaga KerJa, Jamsosnaker dan Keselarnatan dan Kesehatarn
KerF (]3); dan

3. Settd P,'ngnwasan, Peningkatan Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja.

e Bidang Tra rsmigrasi, membawahi :

1. Sel<si P,:nyiapan Areal;

2. S*si P :nernpatan Transmigrasi; dan

3. Seksi P rmbinaan Transmigrasi.

Bagian Keempat
Dinas Perhuhungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 6
Dinre Perhubunl an, Komunikaii dan Informatika sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d terdiri dari 1 (satu) Seketariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

a. Sekretariabmembawahi:

1. Sttbbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pr.rlaporan; dan

3. Subbar an Keuangan.

b. Bidang Manajemen Lalu Untas dan Angkutan, membawahi :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu Untas;

2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan

3. Seksi Pengendalian dan Operasi.

s Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi:

1. Seksi T:rminal dan Parkir;

2. Seksi K:ndaraan dan Pefiengkelan; dan

3. Seksi P :mbinaan Keselamatan Transportasi. .

d. Bidang Pos Telekomunlkasi dan Informatika, membawahi:

1. Seksi P:ngembangan Pos dan Telekomunikasi;

2. Seksi P vnberdayaan Teknologi Informatika; dan

3. Seksi K:lembagaan Komunikasi dan Informatika.

Baglan Kellma
Dlnas Kependudukan dan Catatan liipil

Pasal 7
Dh6 lGpendud ,kan dan Cabtan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e
Erdd dari 1(sa' r) Selaetarla! 3 (Uga) Bidang yaitu:

a. Sekretariat membavmhi : :

1, Srbbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasidan Pelaporan; dan

3. Sr.rbbagian Keuangan.
. .-.:l=:..

b. Bldang Kependudukan, membawahi i
l. Seksi Pendafuran dan Fendataan Penduduk;

2. Seksi Pelayanan Kaftu Keluarga (KK) dan Karhr Tanda Penduduk (KTP); dan

3. Seksl Mutasi Penduduk.



c. tdntg Ferratatan $f, nenfuudrl :

L Sdct' PenotaEn Alla;
L Sdsl'Pdayana AKa; dan . '

3. Sekd Fenataan lGarslpan Dokumen Administrasi Kependudukan.

d. Hdang Pen:atatan dan Pelaporan, membawahi :

1. S*d Pt r*embangan dan Perencanaan Penduduk;

L Sekd Aiivokasidan Infurmasi Penduduk;

3. Seksi M rnev dan Wadal,

Bagian Keonam
Dhas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal I
Dfns Kebutlayaln dan Pariwisata sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) f terdiri
ff 1 (sabr) Sel retariat, 3 (Uga) Eliidang yaiu:
a Sekrefiadat, membawahi :

i 1. Subbagran Umum dan"l(epegawaianl

2. Subbag, ,n Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. St,bberg r,1 K€:uangan.

h. Bldang Pengembarrgan Sarana dan Daya Tarik Wisata, membawahi:

1. SeksiUsaha Jasa Wisata;

2. Seksi Objek dan Kawasan Wsata; dan

3. SeKi Pert'.lnjukan dan Hiburan Umum.

c. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan, membawahi :

1. Seksl Analisa Prromo$ dan Femasaran Pariwisata;

2. SeKi Penyuluhan dan Elimbingan Masyarakafi dan

3. Seksi Bahan dan Distribrlsi. .l

d. Etidang Seni, Budaya dan Kepurbakalaan, Membawahi:

1. Seksl Pembinaan dan Pagelaran Seni Budaya;
2. Seksi Wisata Mlnat Khusus; dan

3. Seksi N'nl Budaya, Sejarah & Kepurkalaan,

Baglan Ketufuh
Dlnas FEkerfaan Umum

Pasal 9
tIE FdrerJaan Umum sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g
ff 1(saur) Sel retaria!,4 (empat) Flidang yaih.r:

r. Sdoetariat membawahi :

l. Subbag an Umurn dan Kepegawaian;

L 9rbbag,an Prognam, Evaluasldan Pelaporan; dan

3. Subbag an Keuangan.

h tdang Per gendalian dan Tata Ruang, membawahi :

f. Sekd Pr rencanaanTata Ruang dan Perkotaan;

L Seksi Pt ngendalian Tata Ruang dan Perkotaan; dan

3. Seksi F :ralatan, Perbekalan dan Tanggap Darurat



c, fiEtg gmber txrp Al, ntembilElil :
1. Sdqi Ferencanan grnber Dqn AiC

L Sdd Fda|enar dan nengaunsan $mber Daya Air; dan

3. Sekf Operasional dan Femdiharaan.

d. HdarE Sna Marya, membawahl :

1. Seld Perencanaan Bina Marya;

L Sek$ Pdalsanaan dan Pengawasan Binra Marga; dan

3. Selc$ Pemeliharaan Jalan dan lembatan.

e. Hdang Cip a KaDa, membawahi :

1. Sdd Frrr€rrcanaan Clpta Karya;

2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Opta Karya; dan

3, Seksi C reraslonal dan Pemellharaan Opta Karya. 
:

Bagian Kedelapan
Dinas Kopensl dan Usaha Mlkro Kedl dan Mene,ngoh

Pasal 1O

Dhas Koperasi lan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dirnraksud dalarrn

Faed 2 a1rat (2) ruruf h terdirl dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yai!.r:

a Selsetadat menrbawahi :

1. Subbag an Umum dan Kepegawaian;

2. Subbag an Program, Evaluiasi dan Pelaporan; darr

3. Subbq an Keuangan.

b. Bdang Ko1 erasi, membawahi :

1. Seksi K rlembagaan Koperasi; ('

Z. Seksi U aha Koperasi; dan

3. Seksi F :ndataan Koperasi,

c. Bidang Usana Mikro Kecildan Menengah, membawahi :

1. Seksi Kelembagaan UMKM;

2. Seksi Usaha dan Kemitraan; dan

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya l4anusia UMKM.

d. Hdang Fa: 'itasi Pemblayaan dan Permodalan, membawahl:

1, Sel<si P -:mbiayaan dan Permodalan Koperasi; dan

2. Seksl Pembiayaan dan Permodalan Non Koperasi;

Bagian Kesembilan

Dinas Ferlndustrian, Petdagangan dan
Energl dan Sumber Dafa trlineral

Pirsal 1l
nG Efirdustr an, Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimalsud
ffin bl 2 al at (2) huruf I terdid darl 1 (sltu) Seketarlat, 5 (llma) Bldang yaitu:

a Sdrctarlat. rnembawahi :

l. Sr,rbbag an Umum dan Kepegawalan;

L Subbru an Program, Evaluasl dan Pelaporan; dan

a Srbbag an Keuargnn.



b. Hdrrg Fe gembangr lnd$fri l-ogam, lrlesin, Klrnia dan Aneka, membawahi :

1. SehS S rrana Indt$i;
L Selc$ U aha Industi; dan

3. Seksi B nbingan Pnoduksl.

c. Hda'rg Per,;embangan Industri Hasll Pertanian dan Kehutanan, membawahi :

1. Seksi S rrana Industri;

Z. Selcsi U aha Industrl; dan

3. Seksi Bimbingan Produksi.

d. tlidang Pengembangan Perdagangan, membawahi :

1. Selsi Pengadaan dan Penyaluran;

2. Seksi P omosidan Pemasai'an; dan

3. Seksi F dindungan Konsumen dan Metrologi.

e. Bidang Pengelolaan Pasar, rnembawahi :

1. Seksi Pengaturan Pasar;

2. Seksi Sarana dan Prasarana P,lsar; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pedagang.

f. ttidang Pengembangan Energidan Sumber Daya Mineral, membawahi;

1. Seksi Ir renhrisasi dan Pemetaan;

2. Seksi P'rtambangan; dan

3. Seksi E,rergl, Migas dan Kelistrikan.

Bagian Kesepuluh ',

Dinas Ferbnian dan Tenaman Pangan

Pacal 12 i'

Dtras Pertanian dan Tanaman Pangan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf J
E diri dari 1{sat r) grketariat, 4 (trmpat) Bldang yaitu:

a. Sekretsriat mernbawahi r

1, $bbaE an Umurn dan Kepegawaian;

2. Subbag an Program, Eraluasidan Pelaporan; dan

3. Subbag rn Keuangan.

b. Bidang Tanaman Pangan, membawahl :

1. Se{al Elina ProdukslTanaman Pangan;

2, Seksi Pengembangan lbrnoditi dan Perluasana Areal; dan

3. Seksi Sarana, Prasarana dan Pedlntan.

- c. Bldang Tanaman Hol6kultura, msnbawahi :

1. Seksi Bina hodulcsi Hottikultura;

2. Sek$ Pengembangan Komodtti dan Peduasan Arcal;

3. Selc$ Sanna, Prasarana dan Perlintan.

d. Hdang Agribislrs, membawahl :

1. Sdd Blmbingan thatn;
L Selcd Pasca Panen dan Fengolahan Flasil; dan

3. Selcd R:masaran Flmil.



c. EdarB k [r&ngnr ]trtil dil 3rla lhila refubnon, mernbamhi:
l. Sdc$ P ngnrnanan llfilr, Fengerda$an Kebalann Hutan dan Lahan;

L Seld B na Prod.{d danTefib t saha Kdrutanan; dan

3. Sdd Fnataan, Fanretaan dan Inventartsasi Hutan.

d. HdaU Tar aman Perkebunan, membawahi:

l. Sela;i B na Produksi Tananran Perkebunan;

2. Sekd P:ngembangan Komodifl dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan

3. Sd<sl Srrana/Prasanna dan Pedlntan Perkebunan.

e Hdang Feruluhan Kehutanan dan Perkebunan, rnembawahi:

1. S*d P nyulrthan Kehutanan Lapargan;
2, 9:lal Rnyuluhan Tanaman Perkebunan; dan

3. 9*rsi Kelembagaan dan Dklat.

Bagian Kctlgabelas
Dlnae Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AerEt

Pasal 15
Din6 Pendapatan, Pengelolaan Kzuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll
apt (2) huruf m terdlri darl 1 (satu) Sekretariat, 5 (Uma) Bldang yaitu:

o. Selsetariat membavrahi :

1. Subbaglan Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasl dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan.

b. Bldang Peirdapatan, mernbawahi :

1. Selsi P :ndapatan Asli Daerah;

2. Seksi D'ma Perimbangan dan Pendapatan Lainnp; ddh

3, Seksi P'mbukuan Pendapabn,

c Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :

1. Seksl Rrndataan, Fendafuran dan Penetapan;

2. Seksl P, nagihan; dan

3. Seksi K':beratan dan Resfftusl,

d. 8lidang Anggaran dan Vedfrkasl, rnembawahl :

1. Seftsl A,qgaran BelanJa langsung; 
:

2, Seksl A, ;ggdr,in BelanJa'lldak langsung; dan

3. Seksl V rifikasl.

e. Bldang Akt ansl dan Penatarcahaan Kanngan, membawahi:

1. Sd€i A utansi dan Psnhd<uan;

2, Selca'P :rb€ffhhorian dan Pembialpan; dan

3. Seksl X rs Daerah.

f, Bida'g Ase, membawahi:

1. Selai P, renc.lnaan dan Inwnbrlsasi;
L Seksl Pr. mellharaan dan Penylmpanan Surat Berharga; dan

3. Sel<sl Pengadaan dan PenghapusanAset.



BrgtilWc
mrr rctldtril, Feftamamn, Fcnakam.an

dan Femadam lGbakamn
Pasal 16

Dhas Kebs*ran, Peilamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakarar sebagaimana dimakrr.rct

ffin Pasal 2 mt (2) huruf n terdiri darl 1 (sanr) Seketariat, 3 (tiga) Bidang yalhr:

a Sd<retarlat, membawahl :

1. Sr^&bagirn Umum dan Kepegawalan;

2, Subbagi;rn Program, Evaluasldan Pelaporan; dan

3. Subbagi, rn Keuangan.

b. Hdang Kebr rsihan, membawahl :

1. Seksi Pe rgelolaan Kebercihan;

2. S€ksi Sa ana dam Prasarana Keberslhan; darr

3. Seksi W,sdal ,dan Penyuluhan Kebersihan.

cr Bldang Pert rrTrdrtan dan Pemakaman, membawahi :

1. Seksl Pe tarnanan;
2. Seksi Pe lerangan Jalan Umum; dan

3. Seksi Pe nakaman.

d. Bldang Pem rdam Kebakaran, membawahi :

1, Seksi Of erasional dan Pengendalian;

2, Seksi Se ana dan Prasarana Damkar; dan

3. Seksi Pe'rgawasan dan Pembinaan.

Baglan Kdimabelas
Dinas Femula dan Olah,Raga

Pa6al t7
Dinas Pemuda d. Olah Raga sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri dari
f (satu) Seketariat, 3 (Uga) Bidang yaitu:

a. Seketarlat membawahi :

1, Subbagian Unrum dan Kepegauraian;

2, Subbagian Pmgram, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan.

b. Bldang Pen uda, membawahl :

1. Seksl Pe rgembangan RernaJa dan Pemuda;

2. Seksi Pn duktifttas dan Kepemudaanl dan

3. Seksl Lr mbagn Kepemudaan.

c. BlderrE Olah Ragn, membawahi :

1. Seksi Ke;egaran Jasmanl dan Reloead;

L Selcsl Pn sfiasi dan Pengernbangan Proftsional; dan

3. Selal Pe rpndang Cacatdan Tradlsional.

d. Bfdang Prasrmna dan Sarana, membawahl :

1, Selal kisarana dan Sarana;

2. Selc$ Pe nanfaatan dan Pengendallan.



Baglan Keenambelas
Unit Petaksana Teknis Dinas

Pasal 18
thtJk mendukung tugas teknis dinas, dapat Cibentuk Unit Pelalsana Teknis f.rinas (UPTD) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19
$rukilr Dinas Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV
merupakan baglan yang tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN

, Pasal 2O

(1) Dinas Daen h merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang- Kepala Dinar; yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris I eerah.

(2) Unit Pelakse na Teknis Dinas diplmpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
berkeduduk rn dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai nomenklatur, Jumlah dan Jenis,
$sunan org anlsasi, hlgas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati-

BAB IV
TUGAS FOKOK

Pasal 21
(1) Dinas Daen"r Tempunyai tugas melalaanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasa*an

asas c.tonor , daerah dan il$as pembantuan.

(2) Unlt Pelakstrna Teknis Dlnas mempunyai tugas melaKanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau keEiatan teknls penunjang pada wilayah \q:a satu atau beberapa
Kecamatan.

;, r.

Pasal 22
Uraian hrgas, fungsl dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanJut dengan Peraturan Bupati.

8AB V

KELO]IIFOK'ABATAT{ FUNGSIONAT

Pasal 2il
(l) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan tungsional berdmrkan

keahllan dan speslallsaslpng dibufuhkan sesual dengan perauran perundae--mdaryan.

(2) Kelompok Jabatan Fungslonal mempunlral hrgm mdaksanalcn sebagim htgas kmerintah
Daerah ss uai dengan keahlian dan kebufuhan berdasarkan perahrran perundang-
undangan.

(3) Kelompok j lbatan fungslonal terdiri dari sejumlah tenaga furrgConal yang dahr dan
dibtapkan lerdasartan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorarg Enaga
fungsional s:nior yang ditunjuk.

(4) lumlah tena;a fungsional dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Kelompok rabatan fungsional beftanggungiawab kepada Keprala Dinas dan dalam
pelaksanaar tugasnya berkoordinasl dengan unit kerja dalam lingkungan dinas.



tl8 Yl
ESE.oT DATI trOIIPETEISI TAMTAiI

Pasal 24
9rslnan Eselon o lingkungan dinas daerah terdiri dari:

a Kqala Dina , merupakan jabatan shrktural eselon IIb.
b. Selretaris pada dinas merupakan Jabatan struktural eselon IIIa.
c. Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struKural eselon IIIb.
d. Kepala Seksi, Kepala Sub bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelakana 'Ieknis Dinas

(Um)) merupakun jabatan struktural eselon IV a.

€. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas, merupakan Jabatan struktr,rral
eselon IVb.

Pasal 25
(1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas dilakukan oleh Bupati setetlatrr

dikonsultasikan secara tertulls dengan Gubemur.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian peJabat eselon III, eselon IV dan eselon V dilakukan okefl
Bupati atas usul kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dernsarr mekani:snner
dan peratunn perundang-undangan.

(4) Pengangkat rn Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturarn Daeratr jirr$

dilaksanakarr berdasarkan profesionallsme, sesual dengan kompetensi, pnestarsi kerJa, cXinru

jenJang pangkat yang ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat obyeKif lai,rnya tanpi,n
membedaka n jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturarr perundlang-

undangan.

BAB VII
TATA KER'A

Pasal 26

Dalam melaksani kan tugas Organisasi Dinas Daerah, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang
Kepala Subbagii r, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajill
menerapkan prin: ip-prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi, balk di lingkungan
unit kerjanya malpun antar instansi terkait lainnya.

BAB \NII
PEMBIAYMI{

Pasal 27

Segala biaya yi ng timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada
Anggarart Pendal atan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB IX
KETET{TUAN PERALIHAI{

Pasal 28

Pejabat padla Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Perahrran

Daerah inl diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya
sampai der ran dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

Pejabat Str rtural eselon IIIa yang ada pada Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada

dinas/badan tetap diberikan hak kepeEawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan
struKural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon lIIb dan jabatan eselon IIIb
efekif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan mdemangku jiabatan setelah
Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

(1)

(2)



Pasal 4l
Haftsanaan penahan Orgnnisad Dinas Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambnt
E g9l 02 lanuad ;:0m.

Pasal 3O

tf) Pemerintah D, rerah dapat membentuk Badan FelaKana Penyuluhan dan lembaga lainnya
sebagai pdak:anaan dari ketentuan perundang-undangan ya,tg ditetapkan sebagai bagian
darl perangka' de'erah.

(2) Pembentukan Badan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatka r beralihnya kewenangan, tugas, fungsi dan tangoung jawab bidang
penyuluhan d 'ri perangkat daenrh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada
Badan Pelaks na Penyuluhan.

BAB X
KETENTUAII PEI{UTUP' 

Pasal 31
hda saat Perahrra r Darerah lni mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun ?004 tentang
Organisasi Perang'at Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1) dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Feraturan Daerah irri mulal berlaku pada tanggaldiundangkan.

&pr setiap orang rengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah lni dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

;

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tarqgal 14 April 2008

BUpATT KERTilCX,

dt6
H. FAUZI SIIN

Diundangka r di Sungal Fenuh
pada bnggi:l 2l April 2U08

SEKRETAfi $S DAERAH KERXNCT,

/ilfzl'/41
H. ZUBIR I/IUCTTTAR

IEMBARA]I DAER.AH KABUPATET{ KERXilCT
TAHUTI 2OO8 I{OMOR 4



SEKSI
SARANA DAN

TlvsO

I.AMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN2OOS
TANGGAL 14 APRIL 2OO8

STRUK"I'UR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

DINAS

SEKSI
PENDIDIKAN

KESET/\RAAN

BI,PATI KERIIIGI
ilo

lr. FAuz slll{

BIDANG
PENDIDIKAN
TK DAN StI

ISEKSI

KESISWMN DAN
KURIKI,JLUM TK/SD

SUBBAG
PROGRAM.

EVALUASI DAN
PELAPORAN

BIDAN13
PEMBINMN SMP

BIDANG
PEMBINAAN SLTA

BIDANG
PENDIDIKAN LUAR

SEKOI.AH

SEKSI
KESISWMN DAN
KURIKULUM SMP

SEKSI
KESISWMN DAN
KURIKULUM SLTA

SEKSI
PENDIDII(A}I

lrA:iYAll,/AKi {T



SEKSI
UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN DASAR,

RUJUKAN DAN
LABOMTORIUM

LAlPlRAil S : PERA,ruMN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN2OOE
TANGGAL 14 APRIL 2OO8

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

SEKSI
PENCEGAHAN &

PEMBERANTASAN
PENYAKIT

BINATANG (P282)

BnPAn KER|llct
CD

H. FAtm sml

BIDANG
PEIAYANAN

KESEHATAN DAN
FARMASI

SEIiRETARIAI

SUBBAG
PROGMM,

EVALI,ASI DAI^i

PELi,PORAN

BIDANIG
KESEHATAN

I(ELUI\RGA DANI

Glzl

BIDANG :

PENYEHATAN J

LINGKUNGAN DAN
PENYULUHAN
KESEHATAN

MASYAMKAT

BIDANG
PENCEGAHAN

PENYAKIT
MENUI3R (P2M)

sE](sl
PENGAMATAN
PENYAKIT DAN

IMUNISASI

PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN

PENYAKIT MENULAR

SEKSI
PENYEHATANi'
LINGKUNGAN

SEKSI
PENYULUHAN
KESEHATAN

MASYARAKAT

FARMAKMIN UAN ALA
KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAI'I



BIDANG
KESEJ/\I.ITERAAN

DAN I1ANTUAN
sostAL

IAMPIRAN lll : PERATRA!{ DAEPAH KABUPATEN KERIHC!
NOMOR 4 TAHUN2OOS
TANGGAL 14 APRIL 2OO8

STRUKTUR ORGANISA$I DINAS $OSIAL,
TENF ;A KERJA Dr\N TRANSMIGRA$I KABUPATEN KERII'|CI

DINAS

SEKSI
PEI.AYANAN

PERLINDUNGAN ANAK
DAN LANSIA

SEKSI
PEI.AYANAN

tlEHAgtLrTASt SOSIqL
KORBAN NAPZA DAN

TUNA SOSICI

BI,PATI TENMNq

&

H, FAUA SNr{

BIDANG
PEISYANAN DAN

REHABILITASI
sos!AL

BIDANG
KETENAGAKERJAAN
DAN PENGAWASAN

TEMGA KERJA

PENDATAAN
KERJA DAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

SEKSI
PENEMPATAN

TENAGA KERJA,
JAMSOS NAKER & K3

SEKSI
PENGAWASAN,
PENINGKATAN

PRODUKNFTAS DAN
PEI.ATITIAN NAKER



LAMPIRAN IV

SiTRIUKTUR OFIGANISASI DINAS PERHUBIJNGAN'

KOilIU NI }{ASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERI NCI

: PEMTURAN DAERAH KABUFATEN KERINCI

NOMOR 4 TAHUN2OOS
TANGGAL 14 APRIL 2OO8

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAG
PROGRAM,

EV,\LUASI DAr.l
i'EL\PORAN

SEKSI
TERMINAL DAN PARKIR

SEKSI
PEMBINAAN DAN
KESELAMA'TAN
TRANSPORTASI

BUPATIKERINCI,

dto

H. FAUZISIIN

BIDANG
iPOS,

TELEKIOMUNIK,ASiI
DAN INFORMATIKA

BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

TRANSPORTASI

SEKSI
KENDARMN DAN
PERBENGKELAN

SEKSI
PEMBERDAYAAI'I
TEKNOT-OGIDAl'l

INFORMATIKA

SEKSI
KETEMBAGNAN

KOMUNIKASI DAnv

INFORIJAS!



LAIilPIRAN v : pERATURAI{ DAERAH KABUPAtE|{ KERlNcl
NOMOR 4 TAHUN 2OO8

TANGGAL 14 APRII. 2OO8

{ ITRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUOUKAN
DAhI CATATAN SIPIL KABUPATEN KERIJ{UI;.

SUBBAG.
UMUM DAN

KEPECTAWAIAN

BIDANG
KEPENDUDUKAN

tsIDANG
PENCATATAN DAN

PELAPORAN

BIDANG
PENCATATAN SIPIL

SEKSI
PENCATATAN AKTA

SEKSI
PETAYANANAKTA

SEKSI
PEMTAAN KEARSIPAN

DOKUMENAOM.
KEPENDUOUI(AN

SEKSI
MONEV DAT.I WASOAL

BUPAN KERNCI,
'dtc' ' , '

H. FAUZI SflN
' .. :': 

':r'it:;

-, a'.

'1,.:;;--i

.a



LAMPIMN VI : PERATUMN DAEIRAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2OO8

TANGGAL 14 APRIL 2OO8

STRUKTUR ORGANISASI
DINA$ KEBUDAYMN DAN PARIWSATA KABUPATEN KERINCI

DINAS

I

-od*oo'I .rneAir,nN I

lguNosroHnr- l

{-Tt- 1

SEKRETARIAT

ffi= SUBBAG.
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG
PROGRAM,

EVAI.UASIDAN
PEI.APORAN

SUBBAG
KEUANGAN

rTI-I

[H'ffiml
BIDANG

PEMASAMN DAT{
PENYULUI.IAN

BIDANG
SENI, BUDAYA &

KEPURBAKAI.AAN

:=..]::

i-'-.,1-lPry SEKSI
AMLISAPROMOSI
DAN PEIT'ASARAN

PARIWISATA

SEKSI
PEMBI}.IMN

PAGEIARAN SENI
BUDAYA

FI
loareroRH xnwasaN -1

I wrsnre i I

SEKSI
PENYULUHAN.

DAN BIMBINGAN
MASYAMKAT

SEKSI
WISATAMIMT

KHUSUS

f-,*" -ll
I PERTNJUXrur DIN 

I

I nreunm urr,luu 
i

SEKSI
BAHAN DAN DISTRIBUSI

SEKSI
NIljI BUDAYA,
SEJARAH DAN
KEPURI(ALAAN

BUPAN KEFIIICI,

dto

H. FAUA SilN



IAMPIRANVII:pERATURANDAERAHIGBUPATENKERINCI
NOMOR 4 TAHUN2OO8
TANGGAL 14 APRIL 2OO8

:
ll

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UI/IUM KABUPATEN KERINCI

SEKSI
PERENCANMN

SUMBER DAYAAIR

BUPATI KERINCI,

dto

H.FAUZI SllN

SEKSI
PERENCANMN BINA

MARGA
RUANG DAN
PERKOTAAN

SEKSI
PELAKSANMN &

PENGAWASAN CIPTA
KARYA

SEKSI
PEI.AKSANMN & .

PENGAWASAN BINA
MARGA

SEKSI
PENGENDALIAN

TATA RUANG DAN
PERKOTAAN

SEKSI
OPERASIOML DAN

PEMELIHARAAN
CIPTA KARYA

SEKSI
PAMELIHARAAN

JALAN DAN
JEMBATAN

SEKSI
PERAIATAN,

PERBEKAI.AN DAN

SEKSI
PEI.AKSANMN &

PENGAWASAN
SUMBER DAYA AIR

SEKSI
OPEMSIONAL DAN

PEMELIHARMN



LAMPIRAN Vlll : PERATURAN 0AEF{AH KABUPITTEN KERINC{
NOMOR 4 TAHUN 2OOE

TANGGAL 14 APRIL 2008 
"

$ TRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERA$I DANI

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEiN KIFRINCI

SEKRETARIAT

l_--___.
I I sb.Ksr
l"-"] I)EMLTA'rAAN rlAN
I I PER[rt0DAr.Ar\

I I KoPsrr,rsl
I L--*--.-.-

sEKSr I
USAHA DAN KEMITRAANI

t-___-_*
I I sEKSr
t*...| PEMlltAYA"o,l.{ i)/ii\l

I PErirMooAt.AN irtct.i

| *:llolnul

f"*-;-" --l
I lrruc;r.unANGAN sDM I

l_ _::_*J

BUPATI KFRIIICT,

dro

H. FAUZI SIIN

SUSBAG,
UMUM DAN

KEPEGAWAITAN

$LttlBtl G
KEUhN$AN

T]IDANG
USAHA M1KRCTKECIL

DAN MENENGAH

SEKSI
KELEMBAGMN UMKM

::ffi;:-'-l
FASrLrrAsr 

tl

PEMBTAY.MN O,\Nr ll

:jvg:L.il

SEKSI
USAHA KOPERAS{



STRUKTUR ORGA}IISASI DINAS
ENERGI DAN SUNEER DAYA MINERAL KABUPATEN K

SEKSI
USAHA INDUSTRI

SEKS!
BlMBll'{cAi.i PRODUKSI PENGEMEANGAN i

I

r=u.agAi\() I

BUPATIKERiH6I,

dto

H. FAUZI SllN

iffi
, r DEr\Or 

i---.] ENERGI. MIGAS DAN i

I xer-tsrRtKAN i

, PERDAGANGAN

BIDANG
PENGELOLAAN PASAR

SUBBAG
KEUANGAN

i l\LLt9 t , \tr nrr I

- sEKSr i
PERTAMBANGAN 

i

I
I
I

i

BIDANG
PENGEMBANGAN ENERGI
SUMFER DAYA MINERAL

SEKSI
INVENTARISASI DAN

PEMETAAN

SUBEAG
PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

BIDANG
PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN

BIDANG
PENGEMBANGAN
INDUSTRIHASIL
PERTANIAN DAN

KEHUTANAN

BIDANG
PENGEMBANGAN

INDUSTRI LOGAM i,iESlN,
KIMIA DANANEKA

SEKSI.,PENcRDAANDAN

PENYALURAN

SEKSI
PERL}NDUNGAN
KONSUMEN NAN

METROLOGI
^ \r hF^^r r1161t lMltll\'.JAl'r rr1vLrur\Jl



LAMPIRAN X : PERATURAN OAERAH KABUPA"T'EN KERINCI
NOMOR 4 TAt.ilJN 2108
TANGGAL I4APRIL 2OO8

STI{UKTUR ORGANISASI DINA$ PERTAI'IIAN DAN.il"ANAMAN P,ANGAN KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIAT

I SUBBAG I

I enocnnr,n, I

I EVALUAST DAN 
I

I iEtAPoRAN J

| ,rrro".

[_ 
xeueucnr.r

BIDANG
TANAII'AN PANGAI{ ;

SEKSI
BINA PRODUKSI

TANAN/IAN PANGAH

UPTD

BUPATI KERINCI,

dta

H. FAtJZt $uN

PASCA PANEN DAN
PENGOLAHAN HASIL

SARANA. PRASARAM
DAN PERLINTAN



LAMPIRAN Xl : PEMIURAI'I DAERAH I<ABUPATEN KERlnlcl

NOMOR 4 TAHUN 2OO8

TANGGAL 14 APRIL 2OO8

STRUKTUR ORGANISASI

DINAf PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAE'}UPATEN KERI${CI

t_
.*; - --l

PENYLILUI-IAN 
I

"i:Y*'_i

BUPATIKERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

s^fi;lft*ft:.'ii'
Rrgtffir.
PErnmr

KFSEHATAN HEWAI{

SEKSI
PENGENDALIAN HAMA
I]AN PENYAKIT IKAN

SEKSI
PENGAWASAN OBAT

HEWAN DAN
KESMAVET

UPTD



LAITIFIRAN Xll . PF.MIUFAN DAF'ttAt'l KAtJI'PAlEi\'l KCillNCl

N{)M(}R 4 iAt"ll.Jt{ ?C08
'rANG'3AL 14 l\P-Rli- 200t|

STRUKTUR ORGANISA$I

DtNt/5,$ KEHUTAT{AN DAN pERKEBUNAN KABUpATFN KHRIMSI

KEiLOHP(,|(
JABATA'I

FUNGSTN

SET.RETARIAl

SEKSI
BINA PRODUKSI TAMMAN

PERKEBUNAN

SEKSI
PENGEMBANGAN

KOMODITI & PEMASARAN
HASIL PERKEOUNAN

PEI.{YI ILUHAN KEHUT
DAN PERKEBUNAN

sEIKSl
KELEIIBAGAAN DI\i\I

DIKLAT

BUP/\ll KERINCI

dto

it. t:AUa stlil

f-_- -"" I
I prru"ut-uHnn KEHUTANANI

l_. _ 

**o*oon 
._.J

sEKsr 1

PENYULUHANrnruavuru I

PERKEBUNAN 
]

BIDANG
TANAMAN PERKEBUNAN

BTDANG

PERLINDUNGAN HUTAN
DAN BII,II. USAHA

KEHUTANAN

sffi
REHABIIf[Nf,MN
PEI{GEL(I,MID'ts

strsl
REHABII.JTASI HUTAN &

MENA'EMEN DAS

SEKSI
PEI,TATAAN, PEMETMN

OAN INVENTARISASI
HUTAN



STRuKTURoRGANIsAstDIt{4gPENDapATAN,
p E N G E r_o rAAr*- ii*! nr.r GAii bAN As Ef xne u pATE N K E Rt N c I

BIDANG
PENDATMN DAN

PENETAPAN

SEKSI
PEFIAGIHAN

BIDANG
ANGGARAN DAN

VERIFIKASI

SEKS}
ANGGAMN BELANJA

Tl'rAK LANGSUNG

D-,1\oI
VERIFii<ASi

PEMELIHARAAN DAN I
PENYIMPANAN SURAT

BERHARGA ___J

i serst I Ii PeuauKUAN f
i peruoAPArAN j
L_-

BUPATi KERINC!'

l$-^{.}ti,

H. FAUZI SIIH

--_RtrLOMPOK 
i
I

JABATAN I

SEKRETARIAT

SUBBAG
PROGRAM, EVALUAST DAN

PELAPORAN

BIDANG
ASET

SEKSI
PERENCAMAN DAN

INVENTARISASI

SEKSI
ANGGARAN BEI}NJA

LANGSUNG

SEKSI
PENGADAAN DAN
FENGHAPUSAN

BIDANG
PENDAPATAN

i onN,\ PERIilIEANGAN i--j
I nanr PEI''IDAPATAN i ;

I r-nrNNYA* I
L--

SEKSI
AKUTANSI DAN

PEMBUKUAN

I xearRATAN DAN i

i nEsrtrusi i

,L. .:.]::,:,]j':-]5ej&a:.: .:



LAMFIRAN XIV

STRU} TUR ORGANI$A$I DIhIAS KEBERSIHAN, PHIIIrAIIIIAhIAI-$'
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